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. . M9niabang: Bab-.a unt~k telancaran penyelenggaraan pe- 
. aeriata.han . secara · berdaya gwaa dan. berhasil 

gu._a sanat dengan perkqbangan, •aka 4··~· . ia11 rangka pelaksinaan Pasal ·t6 ;,.dab Pud' · 
)l· UadanMn,~~g lf.omor 5 ·lahun 1979 · tea~- 
tang Pem.erint-.b~ 1>•.s•, dJ_pand~g , . p..tlu.. 
untv.k aenetapkU: Pet turan D er--'". te'• · · · · • . .. . . . . . . . . . ,: . . a. .... n"ug 
P:.b«s.,.t\i'Jcan J>,isun da:1• D•••· .dan lingkun,_;- . an dal-am 'lelurahan di Kabupaten Daer ah ~ 
Tingka~ II Se11aeu-ang. . · · · 

' Q 

Mengingat: 1. UnJang-undug Homor 5 Tahun 1974 ten- 
-.... ·. ·:J . . · tang Pokok~poltb)t Pel'Ke:,rin.taha.n di I>aerah; _<;·" . '.,:·~\: ~····· . . . . . .::+ . · .. ·~/t.. ..· . . :·· ·:·,(.:}~: 

PERATURAN DAERtH1 KA·BUPA!EB. DAERAH TINGK.AT II SEMARANG. 
NOMOR. : 6 TAHON 1983 · 

! E ll f A N G 
PEMBENTUKAI DUSON DALAM DES •. DA» LllGKUlfGAlf 

. DALAH IELQRAHil 
DENGAN RAKBMA! TUHAN YAJG .MAHA iSA . 

. BUPA1'l KEPA.LA ~AERAH TINGKAT II SiM.AlWIG, . . . . : . 

NOMOR : 6 SERI : D . 'l'AHUll : 1983 NOMOR: 9 
_ .. , 

LF.~MBARAN DAERAH 
I\ABllPATEN DAER.\H TINGKAT JI SEMARANG 

. ... :,. 

. . ·~·~·''·. . . .·:: . 
. • .· ¥ •. c. • •• • ••• } .. -: • ~#' 

... 
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2 •. U11dang-ud81\g loaor 13 fahun 1950 tea-· 
tang Peabeatukan J>aerah~daarah Iabupa- 
tea dalu liligkungaa Propinsi Jawa 'fe- 
ngah t 

3. Undang-undang If oaor 5 Tahun 1979 ten- 
tang Peaerintahan l>esa ; 

4. Peraturan Menteri ~alaa Megeri Nomor 
2 fahun 1980 tentang Pedoaan Pembentuk 
an, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapui 
an Keluraba.n ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga 
Musyawara.h Desa ; 

6. Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahwi 1981 tentang Pembentukan1 PemecaJ! 
an, Penyatuan dan Penghapusan Deaa ; 

?. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 5 
Tabun 1981 tentang Pubentukan Dusun 
dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelur&il!, 
an ; 

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tin.s, 
· kat I Java Tengah Noaor 188.5/132/1981 

tanggal .25 April 1981 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan/leputusan Mente- 
ri I>alam Negeri dalam rangk.a pelaksan.1 
an t,ndang-undang Noaor 5 Tahun 1979 teJ! 
tang Peaerintahan Desa. 

Dell.gan persetujuan Dev.an Pervakilan Rakyat I>aerah K..1 
~~ten Daerah Tingkat II Semaraag. 

M·E KUT US KA K l 

. M.enetapltan: PERATUIUB D.URAB· K!BUPATEN DAERAH TIMGKAT 
II SEMARANG !KNT.ANG PEMBEN!llKAI DUSUN DA 
LAM LINGKUNGAN DALAM KELURAHAH. - 

- 2 .;;.;· '. ,. 
.., _...,.. _ _,.....,...,.....,..,....____,. ., ., , .. , ·,· ,."" . .. 
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BAB. I 
KETENfUA»·UkUM 

Pasal 1 · 
··-D~lamP;;aturan Daerah int yani dimaksud derigan· : . 

a. Gubernur Kepaia Daorah adalah Gubern.ur Kepala Dae~ 
rah Tingkat l Java Tengah ; . . 

b. Bupati Kepala Daerah e.dalah Bupati Kepala · Daera)l-- ... 
'l'ingkat II Semarang ; 

c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh se- 
jwnlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat te~- 
masuk di dalamnya kesatuan ma.syaraka.t bukum yang - 
mempunyai organisasi pemerlntahan teren.dah lang- 
sung di bawah Ca.mat dan berhak menyelenggarakan ru 
mah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuai 
Republik Indonesia ; 

d , Keluraban adaL.h suatu wilaya.b yang. diteapati oleh 
sajualah penduduk yang mempuny.ai organisaei peae - 
r1ntah...n terendah langsung di bawah Coat yang ,ti- 
dak be_rhak menyelenggarakan ruaah tangganya aea- 
diri ; - · 

a. Dusun .ad.alah sebagai bagd an wilay,,,h dal111i Deaa Jang 
111erupu._u lingku».gan kerja pelaksanaan pemeri·a.t.ah- ~ D~~-; . . . 

f. Linglcungan adalah bagian wilayah dalu Kelurahu - 
yang merupakan ·lingk.ungan kerja pelaksanaan peme -· 
rintaban Keluraba.n· ; · 

g. Lembaga Musyawarah Deaa adalah Lembaga Permusyawa- 
ratan/permutakat&J). yang keaAggotaannya .terdiri. ·at.., 
Kepala-kepala DUsul), Piaplnan L•~aga-leabaga. -Ie_.:. 
itasy~akatan den Pe~ka-pemuka aa~yarakat ~1:·· :D.tisa 
yang bers-angkutan. , · 



···: 

...... ~ .. 
· .. ·· 

····· 

~ 1) · Dalaa peabentultan ·Dusun at~ Lingkungan . .har,1$ •8Jl 
perbatikan syuat.-.s)'arat a.tau tak.tor juapah · ·i;.»~ 
d.ai1lk, l~··: v~l ayah' letak' prase.rana. dan sarua 
serta kon·disi kem~puan ekonoal masyarakat. · 

: 2) _syarat-syarat atau faktor ,ebagaimana diilaksud d.,& 
· l~ ayat ( l) .Pasal in_1·, dap~t · dil),.rincJ. sebag•i. 

b"erilcut;::: .. · · · · · .. · · "·: · · 
--.:· 

Pasal J 
(·l) Dusun atau Lingkungan .dibentuk dengan Keputusan .- 

Bupati Kepala1Daerah atas usul Kepala Desa atau - 
Kepala Kell.a.rah~ setelah- mendapatkan persetujuan 
llari Gubernur Kepala Daerah. 

( 2) Unl 'l~pala Deaa atau· K-epala Keluraha.n aebagaima- 
na di~ksud dalaa ayat Cl) Pasal ini, di,ampaikan. 
kepada Bupati .Jepala Diaerab melalu1 Coat setelah 
dimintakan per~imbangan dari Pimpinan Lembaga Ma- 

. syaraltat J>esa uJit~k. tingkat Desa dan p·erangkat K.! 
lurahan untuk tingkat. -Kelurahab.,_ • · 

. Bagian ledua . 
· Syarat:-syarat Pe•bentukan 

Pasal 4 

' .,.. 
·:···'.· , ..... 

. • ~c, .. , .' 

B .,. ·B. n 
P E .M B E · }I 'f .. U K A )I 

BagiaJ1 Pertaaa · 
··~ujuan . du: ·-Tata ,ua P.embentukan 

:. - ""' • • • • ". ,... • •• ·1~· 

Pasal 2 
.'i'ujuan. pembentukan Dusun dalu Des~ dan · L_ing.kungan da 
laa Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan pe- 
nyelenggaraan peroerintahan secara berdaya guna dan 
berhasil guna sertapel-ayanan terhadap masyarakat se- 
su·ai .den.gan tingkat perkembangan dan kemajuan · pea- 
bangune.n. 

'!"' 4-·· 
•" • • r: _•.• _;•a •.·:A••~ 

. . . . :3 
. ~ . . ... 

. . ~ -· , . : . :--.: .. 
/ 

.. v, ..... - ... 
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a.4. Prasarana dan sarana serta kondisi kemam- 
puan ekonomi masy~akat. 

b. Pembentukan lingkungan: 
b , l. 1 aktor jumlah psnduduk , yai tu julah peR- 

. duduk bagi terbentuknya Linglcungan se~ikit. 
dikitnya 500 jiwa atau 100 kepal~-keluar- 
ga. i>,: 

b.2. Faktor luas wilayah. yaitu luas wilayah 
yang terjangkau.secara berdaya guna dalaJa 
rangka pemberian pelayanan dan pembinaan 
masyarakat. 

b.3. falcto.r letak, yaitu wilayah yang aeliputi 
jaringan perhubungan atau komunikasi an - 
tar Lingkungan yang letaknya memungkinkan 
terpenubinya faktor luas wilayah tersebut 
buruf b .2. · 

b .4. Prasa.rana dan sarana serta kondisi/k•em- 
. puan ekonomi masyarakat •. - 

Jumlah Dusun do.lam suatu Desa atau Lingkungan da- 
lam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wi 
~.ayah dan j angkauan- paLaksanaen pemerintahan. - 

( 3) 

a.· -. Pem~eniukan Dusun : 
a.l. Faktor jWDlah penduduk,. yai tu ju.lah peA-. 

· duduk bagi te:rbentuknya· Dusun sediki t-di- 
· ,.~i tnya 500.jiwa atau.100 kepala k·aluarga •. 

·a.2. Fak:to1:r Luas ' wil,ayah,· yai tu luas . wllayah 
-;--,:,:· yang · -. terjangkau secara berdaya guna dalaa 

rangka pemberian pelayanan dan p'embi.naan 
masyaraka.t.: 

a.3. faktor letakt yaitu wilayab yang memiliki 
jaringan perhubungan atau komunikas1 an - 
tar Dusun-dusun yang memungkinkan terpen~ 

.hinya faktor Luas wilayah tersebut huruf 
a.2. 

- 5 ·- 

. ,, .... ·-1• •. .. ·""·' •. ,.,_.,..,~ .. -.·.-!. ........ ·::-....:,. !~:~·~ ., ·"" - ... ··., . : ..... :·· -~y ·- ·.: - -,-; -~, 
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.. 
2) Penyatua.n at.au penghapu·san Du sun a tau L ingkungan 

dilakukan dengan keputuJiJan Bupati Kepala Daerah - 
berdasarkan usul K.epala Desa atau Kepala Kelurah- 
an melalui Camat. 

,) ~eputusan Bupat'i Kepal~ Daerab sebagaiinana di'- 
ma.ksud · dalam ayat ( 2) · ·ti o..~al in1 tembusannya di- 
sampaikan kepada Gub~r~vr Kepala Daerah. 

Pasal 7 
.) l>usun atau Lipgku~gan yang karena pertimbang~ - 

pertimbangan tebnis pemerintahan dan pelayanan 
terhadap masy~akat, dimungkink~ untuk diadakan 
perubahan a tau· pelurusan batas l>usun atau · Ling- 

.k~gan. 

~LA B III '. ,. 
PEMECAHAN, PENYATUAN, ~ENGHAPUSAN . DAN P~RUaAHAB BATAS 

Pasal 5 
( 1) Dusun at au Lingkungan yang kar ena pert.imbangan 

per.ti.mban.gan .tehnis pemerintahan dan · pelayanan ter 
·ha.dap masya.rakat. dimungkinkan.untuk dipecah. - 

(2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh 
Bupati Kepala Daerah at as usul Kepala Desa atau 
Kepala Kelurahan setelah ·mendepatkan persetujuan 
Gubernu~ Kepala Daerah. 

: 3) Usul Kepa.la Desa a.tau Kepala Kelurahan sebagaima- 
na dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini disampaikan k_! 
pada Bupati Kepala Daerah melalui Ca.mat. 

Pasal 6 
l) Dusun atau Lingkungan yang karena perkemba.ngan k.! 

adaan tidak lagi melllenu·hi syarat sebagai suatu 
Dusun atau Lingkungan d.imungkinkan untuk disatu - 
kan atau dihafUskaJi • 

- 6 - 
. ;,.. · ... 

.) 

.. .?";',..,,. 
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D~sa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Per~tur~ 
Daerah ini telab mempunyai wilayah kerja bavahan,. aa.;.. 
ka wilayo,h kerja b.awahllll .dinyatakan sebagai Du-su1)" un- 
tuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurah.u. ·ber ..... · 
dasarkan Peraturan Daerah ini. . · . ·. ·. . :~: · 

Fa.sal 9 
·Bagian wilayah Desa atau Kelurahan Y$DS ada ·sebel~a:·.~"-, 
berlakunya Undpg:..undang Nomor 5 T ahiu, 1979 yang di-· 
sebut dengan nama asli .misalnya Dukuh , Grumbul a tau· - · 
w~layah-wilayah lain yang sejenis, dapat dibeJiiut·•aa. 
ja4i Dusun atau Lingkungan •. 

Pasal · 10 

Hal-hil l.aln ·yang .belum · diatur dalaa Peratur.xt Dae:r~ 
ini alum dfatur ·lebih lanjut oleh Bupati Kepala l)a,"'.". 
rah sep~j a11g mengenai pelak.sanaannya. · · 

(3) 

Pe~bahan atau peluru.sari batas Dusun atau, J.ii,ngku~ . 
ngan cl.1J.akuka.n . oleb_ Bupati Ke pa.la Daerah. at~s: uaul -. 
Kepal'a' De,sa atau Kepala _Kelurahan setelah mendapat· .· 
kan P.erse~\l~\18,li Guber~ur Kepal_a Daerab?. 
. . . ' . ~ . . . 

Usul Kepala l)~sa atau Kepeila Kelurahan sebagaiaa:~ .' 
na dimaksud. daiam ayat ( 2) Pasal · ini, disampaiitan.. · 
li:epada Bupati Kepala Daerah mel.alui Cam.9.-t. · · 

8 AB IV 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP· 

Pasa.l 8 

. (2) 

f.·.:·- 
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Drti1 BAMBANG ·sIUWijlYOKO .: 
NIP 0100267 · .. ·. . .. . , 

Pj. Sekretari8 Wilayah/Daerah, 
ttd. 

Disyahlcan dengan Surat Keputusan Gubernu,:- Kepala 
Daerah Tin,gkat I Java Tengah Tanggal 18 Juni 1983 
Momor 1'1!111'140/1~83. · 

Diundangkan Dalam Le•baran ·naerah Kabupaten Dae- 
tah· 'tingkat II Semarang Noaor 9 Tanggal. 22 .Agustus' 
1983 Sel"i D Noaor 6·. 

(, .ISMOIO .BADISOEKARTO. ) (Ir .SOESMOHO MAR'.l'OSlSliOJO)· • 

r: . · ... ,·. -, .. <' <.:: Ungara11, '7 Pepru~i .198).-;· .: ······, '' . ' . 

DnAI PERVAXILAI RAKYAT .Bui>A'l'I;KiPALA DAERAB 
D.4.ER~ ;.lA,BUP ATEI DAER AH . TINGXAT rr SEMARANG, 

TIJIGKAT II SEMARANG .. 
. K~:lJA, ... ~ ..... 

·-s 
.· :, '· '.j 

. :v . -~ ·; 

1 
! .. 
I 
l ·, 

. ! 
ttd.. ttd.. 

:,J~i~t~~~~7t7;.~.f~~ j,;·.~:-~~7~~~~F~~-:~~~;~'.'.·: :>, ::,'~::::,~~ . .':_:7j.:f!:~;':~:··.··,;- , ·.~ 
.. . .. . 
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